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Abstrak. Kecenderungan pembangunan infrastruktur yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena bersifat top down. Maka dari itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam mengelola sanitasi berbasis masyarakat. Kajian yang dilakukan berfokus pada
proses partisipatif dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyediaan sanitasi di Kelurahan Mangunharjo tepatnya di RT 03 dan 04 RW I.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Tingkat partisipasi masyarakat pada pengelolaan program sanitasi
memiliki kategori partisipasi tinggi yang memiliki arti pada derajat kekuasaan masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan
wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam berpartisipasi. Sedangkan, pada bagian tahap pengorganisasian kategori partisipasi termasuk
kategori sedang (tokensm) dimana keinginan masyarakat sudah didiskusikan, tetapi keputusan yang diambil sepenuhnya berada di tangan
pemerintah. Hal tersebut dipengaruhi oleh peran Kelurahan dan Ketua RT/RW yang terlalu dominan sehingga masyarakat tidak terlalu antusias dalam
berpartisipasi pada tahap pengorganisasian dan pasrah dengan keputusan fasilitator. Pelaksanaan program jika dilihat dari prinsip pelaksaaan hampir
sesuai yaitu sekitar 80%, tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip hanya saja pada tahap
pengorganisasian memiliki kendala yang sudah dijelaskan sebelumnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian prinsip dengan pelaksanaan program.
Bahwa terdapat hubungan keterlibatan antara fasilitator dengan masyarakat, jika fasilitator dapat melaksanakan tugasnya secara baik seperti
menjelaskan program dengan baik dan campur tangan yang tidak berlebihan, maka masyarakat akan antusias dalam berpartisipasi. Pemerintah perlu
menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM) dalam hal memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam tahapan pengelolaan sanitasi.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat; sanitasi berbasis komunitas; infrastruktur

[Title: Community Participation on the Management of Community Based Sanitation in Mangunharjo Semarang]. The tendency of the existing
infrastructure is not in accordance with the needs of the community because it is top down. Therefore, this study aims to assess community
participation in managing community-based sanitation. Studies conducted focusing on participatory processes and the level of community
participation in the provision of sanitation in the village program Mangunharjo precisely in RT 03 and 04 RW I. The method used in this research is
quantitative and qualitative. The level of community participation in the management of the sanitation program has high participation category that
has meaning on the degree of power-sharing community which has occurred rights, responsibilities and authority between the community and
government to participate. Meanwhile, at the stage of organizing the participation category includes medium category (tokensm) in which the wishes
of the people has been discussed, but the decision rests with the government. It is influenced by the role of the Village and Chairman of RT / RW is
too dominant so that the public is not very enthusiastic in participating at the stage of organizing and resigned to the decision of the facilitator.
Implementation of the program when viewed from the principle pelaksaaan almost matches that is about 80%, planning, implementation, and
evaluation is fully in accordance with the principle only at the stage of organizing has obstacles described earlier which resulted in incompatibility in
principle with the implementation of the program. That there is a relationship between the facilitator and community involvement, if the facilitator
can perform their duties well as explaining the program well and excessive interference, then the public will enthusiastically participate. The
Government needs to show its commitment in the implementation of the provision of community-based sanitation program (PSBM) in terms of giving
people an opportunity to participate fully in sanitation management stages.
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kotanya dengan kota-kota metropolitan lainnya
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lain-lain. Kota Semarang merupakan l|bu Kota
Provinsi Jawa Tengah vyang terdiri dari 16
Kecamatan dan 177 Kelurahan yang memiliki
jumlah penduduk 1.572.105 jiwa pada tahun 2013
dengan pertumbuhan penduduk selama tahun
2013 sebesar 0,83% (BPS, 2013).

Jumlah penduduk Kota Semarang selalu bertambah
setiap tahunnya baik karena adanya kelahiran
maupun adanya perpindahan penduduk dari luar
Kota masuk ke Kota Semarang untuk memenuhi
kebutuhan yaitu mencari kerja. Semakin banyak
penduduk di Kota Semarang, maka semakin tinggi
pula kebutuhan terhadap permukiman atau tempat
tinggal. Hal tersebut merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan munculnya berbagai
permukiman yang padat. Saat ini pembangunan
infrastruktur gencar dilakukan guna memenuhi
kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan tempat
tinggal, salah satu infrastruktur yang harus dipenuhi
adalah sanitasi. Tetapi permasalahan yang dihadapi
saat ini adalah pemenuhan kebutuhan terhadap

infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dikarenakan proses perencanaan
pembangunannya bersifat top down tanpa

memperhatikan kondisi sosial dan fisik suatu
wilayah dan menerapkan secara seragam tanpa
melibatkan peran serta masyarakat (Sagaris, 2014).
Bahwa indikasi keberhasilan dari pembangunan
adalah bagaimana dapat memberikan kepuasan
bagi pemakainya (Li, Thomas Ng, & Skitmore, 2012)

Partisipasi adalah salah satu aspek penting
demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan
partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang
baik bagi dirinya adalah orang itu, karena keputusan
politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh
pemerintah menyangkut dan mempengaruhi
kehidupan warga masyarakat maka warga
masyarakat berhak ikut serta menentukan isi
keputusan politik” (Surbakti, 1992; Wijayanti &
Sariffuddin, 2014). Partisipasi akan berjalan dengan
baik apabila masyarakat ikut serta dalam keputusan
politik yang diadakan oleh pemerintah (Putra, 2013)
karena program yang diadakan oleh pemerintah
bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu
sendiri (Sariffuddin & Susanti, 2011). Permasalahan
utama yang akan dihadapai dalam melakukan
kegiatan partisipasi adalah bagaimana cara
memberikan semangat maupun dorongan kepada

masyarakat untuk berpartisipasi mengingat setiap
daerah memiliki budaya tersendiri (Sarvarzadeh &
Abidin, 2012)

Pada dasarnya berpartisipasi berarti memiliki
pemahaman yang baik terhadap apa arti dari
partisipasi itu sendiri, dengan pemahaman yang
baik dari masyarakat, maka partisipasi dapat
berjalan dengan baik (Potter, 2010) Kondisi awal
sanitasi pada Kelurahan Mangunharjo masih
menggunakan tanki septik dan belum berfungsi
maksimal. Menurut Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) di lokasi penelitian, penduduk merasa tidak
ada masalah bahkan senang apabila tidak menguras
tanki septik padahal yang terjadi sebenarnya adalah
limbah yang tidak penuh telah mencemari air tanah
dengan kondisi tersebut banyak penduduk yang
terjangkit penyakit seperti diare, demam flu, dan
demam berdarah. Diadakan program yang bersifat
bottom up vyaitu penyediaan sanitasi berbasis
masyarakat dengan tema Urban Sanitation Rural
Infrastructure (USRI) vyang tujuannya adalah
memenuhi kebutuhan masyarakat akan sanitasi
dengan melibatkan peran serta dari masyarakat dan
fasilitator yang tergabung dalam program tersebut.

Keberadaan fasilitator sangat penting untuk
menunjang  partisipasi  masyarakat  seperti
memberikan motivasi dan penjelasan yang baik
kepada masyarakat untuk berpartisipasi (Franzén,
Hammer, & Balfors, 2015). Program tersebut dapat
dijadikan solusi untuk pemenuhan kebutuhan
infrastruktur saat ini, hanya saja perlu dilakukan
kajian maupun analisis terhadap program tersebut
menggunakan pendekatan fungsi manajemen atau
pengelolaan, fungsi manajemen merupakan
tahapan maupun acuan dalam melakukan
perencanaan yang matang (Terry, 2003). Perlunya
dilakukan penelitian ini dikarenakan terdapat
masalah seperti belum diketahuinya pelaksanaan
partisipasi masyarakat pada program penyediaan
sanitasi berbasis masyarakat dalam fungsi
manajemen dalam melakukan perencanaan yang
terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
implementasi, dan pengontrolan dengan prinsip
pelaksanaan program. Padahal untuk menghasilkan
perencanaan yang terstruktur dibutuhkan fungsi
manajemen yang baik dan belum diketahuinya
secara pasti tingkat partisipasi masyarakat dalam
tahap fungsi manajemen.
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Tingkat partisipasi tersebut merupakan bentuk
representatif untuk mengetahui keberhasilan
program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat.
Maka hal yang harus dilakukan adalah mengkaji
partisipasi masyarakat dalam program penyediaan
sanitasi berbasis masyarakat. Berikut kondisi
eksisting dari sanitasi yang sudah dibangun pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Kondisi Eksisting Sanitasi
2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data kuantitatif
dan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan
metode survei lapangan, telaah dokumen, dan
jelajah internet. Metode ini dapat memberikan
kemudahan kepada peneliti mengenai cara atau
teknik mendapatkan data, menentukan data,
menganalisis data dan mengambil kesimpulan.
Pada penelitian kali ini sampel yang digunakan dari
pihak fasilitator maupun masyarakatnya kurang 100
jiwa. Oleh karena itu diambil secara keseluruhan,
asumsi yang digunakan dalam menentukan sampel
adalah kelompok masyarakat yang terlibat langsung
dalam program pembangunan sanitasi tersebut
diantaranya masing-masing pengguna sanitasi,

kelompok swadaya masyarakat, serta stakeholder
terkait pembangunan. Metode yang digunakan
dalam menentukan responden adalah purposive
sampling dengan tipe sampling jenuh karena
penelitian ini hanya memiliki 50 responden
pengguna sanitasi berbasis masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui
observasi lapangan dan instansi yang berupa
gambaran partisipasi di wilayah penelitian, tingkat
partisipasi masyarakat dan bagaimana bentuknya
dalam tahap perencanaan program pembangunan
sanitasi. Pada penelitian ini data sekunder yang
digunakan untuk menjelaskan gambaran umum
sanitasi Mangunharjo terdiri dari data jumlah
penduduk, kondisi penduduk berupa mata
pencaharian dan kesehatan terkait dengan kondisi
sanitasi, data keruangan yang digunakan untuk
pemetaan (shapefile) gambaran wilayah RT 03 dan
04 RW | Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan
Tembalang.

Analisisnya sendiri terdiri dari tingkat partisipasi
masyarakat dan kegiatan partisipasi masyarakat.
Untuk kegiatan partisipasi cara analisisnya
menggunakan hasil wawancara dibandingkan
dengan prinsip pelaksanaan program yang sudah
dirumuskan nantinya dapat diketahui seberapa
besar kesesuaian pelaksanaan program eksisting
dengan prinsip program berdasarkan asumsi
peneliti. Analisis tingkat partisipasi masyarakat
menggunakan Indeks Partisipasi (IP) dengan prinsip
IP = SJumlah nilai X bobot/banyaknya bobot dan
pedoman Arnstein sebagai tipe partisipasinya.
Berikut ini merupakan tabel analisis berdasarkan
(Arnstein, 1969).

Tabel 1.
Analisis Perhitungan Arnstein
No Tingkatan Range
1 Citizen Power 66-100
2 Tokenism 33-66
3 Non Participation <33

Sumber: Arnstein (1969)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipe partisipasi yang sedang berlangsung pada
wilayah penelitian adalah Partisipasi horizontal.
Partisipasi horizontal merupakan suatu kondisi
dimana masyarakat memiliki kebebasan penuh
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dalam melakukan kegiatan partisipasi seperti dalam
melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka
melakukan kegiatan dengan pihak lain. Seperti yang
sudah diketahui program yang sedang dilaksanakan
adalah penyediaan infrastruktur sanitasi berbasis
masyarakat dimana masyarakat menjadi kunci
dalam melakukan pembangunan, pengelolaan,
maupun perawatan pada sanitasi tersebut. Oleh
karena itu, masyarakat memiliki kebebasan penuh
dalam melakukan kegiatan pembangunan program
tersebut dengan mendapatkan bantuan dari pihak
lain seperti fasilitator.

Partisipasi yang dilakukan merupakan kegiatan yang
bersifat sukarela menurut hasil wawancara dan
kuesioner dengan narasumber Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) dan masyarakat pengguna
sanitasi tidak ada paksaaan dari pihak
penyelenggara program. Selain itu, adat istiadat
penduduk vyang saling membantu sama lain
menjadikan proses partisipasi masyarakat di RT 03
dan 04 RW | cukup antusias. Adapun tipe partisipasi
pada wilayah penelitian yaitu RT 03 dan 04 RW |
Kelurahan Mangunharjo dibagi menjadi 2
diantaranya partisipasi berdasarkan cara
keterlibatannya dan lingkup keterlibatannya.
Berdasarkan cara terlibatnya dalam berpartisipasi,
maka jenis partisipasi yang digunakan adalah
partisipasi langsung dimana segala bentuk kegiatan
diserahkan semuanya kepada masyarakat sehingga
masyarakat mengerjakan secara mandiri seperti
ambil bagian dalam menghadiri pertemuan,
memberikan pendapat dan tenaga dalam program
pembangunan yang berjalan.

Berdasarkan  lingkup  keterlibatannya maka
partisipasi yang ada ditetapkan sebagai partisipasi
keseluruhan dimana masyarakat secara langsung
maupun tidak langsung terlibat dalam proses
pembangunan mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian pada fungsi
manajemen. Adapun jangka waktu untuk
berpartisipasi dilakukan secara terus menerus dan
disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan, tidak
ada batasan waktu untuk masyarakat dalam
berpartisipasi karena perencanaan partisipatif
dalam program penyediaan sanitasi berbasis
masyarakat (PSBM) tidak hanya berhenti pada
tahap pembangunan saja, tetapi setelah
pembangunan masih ada hal vyang harus
dipertimbangkan yaitu pemeliharaan dan evaluasi

oleh masyarakat sehingga partisipasi tidak pernah
berhenti selama program tersebut tidak mengalami
kendala apapun. Pemberdayaan masyarakat pada
program penyediaan sanitasi berbasis masyarakat
(PSBM) dapat dikatakan cukup baik karena
dilibatkan pada semua tahapan fungsi manajemen
mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengontrolan/ evaluasi. Berikut
ini merupakan penjabaran dari tipe partisipasi yang
ada di wilayah penelitian. Tipe partisipasi dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Keterangan Partisipasi di Wilayah Penelitian
Ketel"a'ngaT\ Jenis Partisipasi
partisipasi

Cara berpartisipasi ~ Partisipasi horizontal
Derajat Sukarela karena terbiasa

kesukarelaan
Cara keterlibatan
berpartisipasi

Partisipasi langsung

Lingkup Partisipasi keseluruhan
keterlibatan

partisipasi

Jangka waktu Tidak ada batasan waktu
partisipasi selama program tersebut

berjalan

Tabel 3 berikut ini menunjukkan analisis tingkat
partisipasi masyarakat:

Tabel 3.
Tingkat Partisipasi Tahap Perencanaan
Frekuensi
Statement Jawaban  Rgata- o
Responden rata Nilai Keterangan
Tahap Perencanaan 1 2 3
Keantusiasan partisipan 20 12 18 0,76 76,00  Partisipasi
dalam kegiatan Tinggi
sosialisasi program
pembangunan sanitasi
berbasis masyarakat
Pemahaman partisipan 27 5 18 0,76 76,00  Partisipasi

terhadap tujuan dari Tinggi
program pembangunan

sanitasi berbasis

masyarakat

Peran pihak fasilitator 21 11 18 0,76 76,00 Partisipasi
dalam memberikan Tinggi
penjelasan terhadap

program yang akan

dilaksanakan

Peran partisipan dalam 22 10 18 0,76 76,00 Partisipasi
memberikan usulan Tinggi
mengenai komponen

dan kegiatan

pembangunan sanitasi
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Tanggapan fasilitator 23 9 18 0,76 76,00 Partisipasi
terhadap usulan Tinggi
partisipan

Pihak fasilitator 25 7 18 0,76 76,00 Partisipasi
memberikan waktu yang Tinggi
cukup kepada partisipan

untuk memberikan usul

pembangunan sanitasi

Kesukarelaan partisipan 19 13 18 0,76 76,00 Partisipasi

dalam berpartisipasi Tinggi
pada tahap perencanaan

Tabel 2 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat
dalam tahap fungsi manajemen bagian
perencanaan, masyarakat telah memahami tujuan
dan maksud dari program penyediaan sanitasi
berbasis masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari
keseluruhan kegiatan partisipasi pada tahap
perencanaan dengan nilai yang keseluruhannya
sama yaitu 76,00 dikarenakan kategori 3 (tiga)
memiliki nilai yang sama vyaitu 18 responden.
Dimana menurut kategori tingkat partisipasi yang
sudah diasumsikan jenis partisipasi masyarakat
pada tahap perencanaan dinamakan dengan
partisipasi tinggi. Jadi peran serta masyarakat
seharusnya dirumuskan sebagai mengambil bagian
dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau
mempengaruhi hidup dan penghidupan masyarakat
itu sendiri.

Pada pernyataan tingginya partisipasi masyarakat
pada kegiatan sosialisasi cukup tinggi dengan nilai
76,00 yang menunjukkan betapa antusiasnya
masyarakat dalam kegiatan perencanaan program
penyediaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM).
Keantusiasan masyarakat dalam mengikuti kegiatan
perencanaan ini memiliki pengaruh besar terhadap
kegiatan  partisipasi  lainnya pada tahap
perencanaan. Hal tersebut dibuktikan dengan
banyaknya masyarakat yang memahami tujuan dan
maksud dari program yang dijalankan dengan nilai
tinggi pula. Penjelasan fasilitator mengenai
program yang akan dijalankan dapat diterima oleh
mayoritas masyarakat yang dibuktikan dengan jenis
partisipasi tinggi artinya peran pihak fasilitator
dalam hal ini cukup baik jika dilihat dari segi
planning/perencanaan, = menurut  masyarakat
penjelasan dari pihak fasilitator sangat jelas
sehingga mereka mudah memahami tujuan
program.

Dengan penjelasan yang jelas dan informatif
mendorong masyarakat untuk mengemukakan

pendapatnya mengenai kegiatan pembangunan
sanitasi seperti komponen atau material apa saja
yang dibutuhkan serta rencana kegiatan
pembangunan sanitasi dengan nilai yang tinggi.
Menurut derajat kesukarelaan dalam berpartisipasi
oleh masyarakat dapat dikatakan sukarela tanpa
paksaan hal tersebut dibuktikan dengan nilai
partisipasi yang termasuk dalam kategori partisipasi
tinggi hal tersebut didukung oleh tanggapan
fasilitator dan kesempatan yang cukup banyak
diberikan oleh pihak fasilitator oleh masyarakat
dalam menyampaikan usulan.

Tahap Pengorganisasian. Tabel 3 menunjukkan
tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap fungsi
manajemen bagian pengorganisasian, masyarakat
tidak begitu antusias dan lebih menggantungkan
kepada pihak fasilitator dengan alasan masyarakat
beranggapan pengorganisasian tidak begitu penting
dan lebih berfokus langsung pada penerapan di
lapangan. Oleh karena itu pihak fasilitator dalam
kegiatan pengorganisasian ini memiliki peran yang
sangat menonjol untuk backup dan menghasilkan
keputusan akhir agar program yang direncanakan
dan kegiatan partisipasi tetap bisa berjalan dengan
baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan kegiatan
partisipasi pada tahap pengorganisasian dengan
nilai dengan rentang antara 60-93 dimana menurut
kategori tingkat partisipasi jenis partisipasi
masyarakat pada tahap pengorganisasian mayoritas
dinamakan dengan tipe partisipasi sedang yang
memiliki arti kategori mengalah, yaitu saat
masyarakat sudah diajak bicara tentang
keinginannya dan gagasannya, tetapi keputusan
apa yang akan diambil sepenuhnya berada di
tangan pemerintah. Atau memang masyarakat
tidak begitu antusias dalam pelaksanaan partisipasi
pada tahap pengorganisasian dan pasrah saja
dengan keputusan akhir oleh fasilitator.

Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara
ketertarikan masyarakat dalam berpartisipasi pada
tahap pengorganisasian dengan peran pihak
fasilitator dalam menentukan struktur organisasi
yang dibentuk. Semakin banyak intervensi yang
dilakukan oleh fasilitator maka semakin sedikit pula
partisipasi masyarakat dalam tahap
pengorganisasian. Jenis partisipasi dalam tahap
pengorganisasian ini adalah sedang masyarakat
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mengalah dalam menentukan keputusan
pembentukan struktur organisasi.
Tabel 4.
Tingkat Partisipasi Tahap Pengorganisasian
Frekuensi
Statement Jawaban Rata
Responden -rata Nilai  Keterangan
Tahap
- 2 3
Pengorganisasian
Antusiasme partisipan 12 8 30 0,60 60 Partisipasi
dalam Sedang
pengorganisasian
program
Peran Partisipan 11 9 30 0,60 60,00 Partisipasi
dalam tahap Sedang

pengorganisasian
Tanggapan fasilitator 4 16 30 0,60 60,00 Partisipasi

terhadap masukkan Sedang
partisipan

Peran ketua RT/RW 30 15 5 0,93 93,33 Partisipasi
dalam melakukan Tinggi
pengorganisasian

program

Peran pihak 32 11 7 0,91 90,67 Partisipasi
Kelurahan dalam Tinggi
melakukan

pengorganisasian

program

Peran dinas terkait 10 3 37 0,51 50,67 Partisipasi
dalam Sedang
pengorganisasian

program

Manfaatnya bagi 12 4 34 0,55 54,67 Partisipasi
partisipan pada Sedang

pengorganisasian

Pemahaman 14 6 30 0,60 60,00 Partisipasi
partisipan memahami Sedang
pengorganisasian

Kesukarelaan 2 14 34 0,55 54,67 Partisipasi
partisipan dalam Sedang
pengorganisasian

Sumber: Peneliti, 2015

Tahap Implementasi. Tabel 4 menunjukkan bahwa
tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap fungsi
manajemen bagian implementasi atau pelaksanaan
kegiatan lapangan, masyarakat sangat antusias
dengan alasan masyarakat memang lebih suka
dengan bekerja maupun praktik langsung di
lapangan, partisipasi masyarakat pada tahap ini
cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari
keseluruhan kegiatan partisipasi pada tahap
implementasi dengan nilai dengan rentang antara
62-88,7 dimana menurut kategori partisipasi yang
sudah diasumsikan adalah jenis partisipasi
masyarakat pada tahap implementasi atau
actuating mayoritas memiliki tipe partisipasi tinggi
yang memiliki arti pada derajat kekuasaan
masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak,

tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat
dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara
keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi
pada tahap implementasi dengan peran pihak
fasilitator dalam mendampingi dan membantu
masyarakat. Tahap implementasi ini merupakan
tahap yang cukup penting mengingat untuk
melakukan suatu evaluasi harus mengacu pada
tahap implementasi ini seperti bagaimana kinerja
sanitasi yang sudah dibangun.

Tabel 5.
Tingkat Partisipasi Tahap Implementasi
Frekuensi
Statement Jawaban Indeks Nilai  Keterangan
Responden

Tahap Implementasi 1 2 3

Peran partisipan 27 12 11 0,85 85,33 Partisipasi
dalam tahapan Tinggi
implementasi

program

kesesuaian nominal 13 9 28 0,63 62,67 Partisipasi
iuran perbulan Sedang
Peran dinas terkait 20 9 21 0,72 72,00 Partisipasi

dalam kegiatan Tinggi
implementasi

program

peran pihak 25 16 9 0,88 88,00 Partisipasi
kelurahan dan RT Tinggi
dalam tahapan

implementasi

program

Manfaat partisipasi 23 14 13 0,83 82,67 Partisipasi
bagi partisipan dari Tinggi
tahap

implementasi/pelaksa

naan

Kesukarelaan 10 25 15 0,80 80,00 Partisipasi
partisipan dalam Tinggi

berpartisipasi pada
tahap implementasi/
pelaksanaan

Tahap Pengontrolan. Tabel 6 menunjukkan
bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap
fungsi manajemen bagian pengontrolan, penilaian,
maupun pemeliharaan sanitasi yang sudah
dibangun cukup tinggi hal tersebut dapat dilihat
dari rentang nilai pada tahapan kegiatan partisipasi
pada fungsi manajemen pengontrolan interval 77-
90,67. Dimana menurut kategori partisipasi yang
sudah diasumsikan jenis partisipasi masyarakat
pada tahap pengontrolan, penilaian, dan
pemeliharaan mayoritas memiliki tipe partisipasi
tinggi yang memiliki arti pada derajat kekuasaan
masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak,
tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat

156 I.K. Adi dan M. Rahdriawan/ JPK Vol. 4 No. 2 (2016) 151 - 159



dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
Jadi peran serta masyarakat seharusnya
dirumuskan sebagai pengambil bagian dalam
menentukan hal-hal yang menyangkut atau
mempengaruhi hidup dan penghidupan masyarakat
itu sendiri. Pada pernyataan pertama, partisipan
mengaku memiliki kesempatan untuk memberikan
masukkan berupa koreksi atau saran-saran
perbaikan terhadap program sanitasi yang sudah
berjalan, hal tersebut dibuktikan dengan nilai yang
cukup tinggi vyaitu 84,00. Dapat dilihat
kesinambungan antara pernyataan satu dengan
yang lainnya saling berhubungan dan berbanding
lurus.

Pernyataan kedua adalah peran partisipan dalam
menilai dan mengevaluasi program penyediaan
sanitasi berbasis masyarakat (PSBM) cukup tinggi
dengan nilai 77,33 hal tersebut dikarenakan
masyarakat sebelumnya diberikan kesempatan
oleh pihak fasilitator maupun penanggung jawab
PSBM dalam menyampaikan koreksi berupa
perbaikan yang bisa dilakukan untuk menunjang
program tersebut. Pernyataan selanjutnya adalah
mayoritas partisipan sudah mengetahui kepada
siapa saran perbaikan disampaikan dengan nilai
yang tinggi 84,00. Hal tersebut didukung karena
sejak awal partisipan memiliki kesempatan untuk
berpartisipasi dan tentu saja tahu bagaimana alur
evaluasi dalam program ini.

Pernyataan selanjutnya datang dari pihak fasilitator
dimana peran pihak Kelurahan Mangunharjo dan
tim teknis dalam menerima usulan maupun saran-
saran perbaikan yang diberikan oleh masyarakat
cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan nilai
yang cukup tinggi yaitu 90,67. Pihak lainnya seperti
ketua RT/RW cukup baik dalam menjembatani
masyarakatnya dengan pemerintah seperti ikut
menyalurkan hasil evalausi dari masyarakat ke
pihak Kelurahan Mangunharjo dengan nilai 82,67.
Peran masyarakat dalam melakukan pemeliharaan
sanitasi cukup besar dengan nilai 88,00. Kondisi
tersebut berimbas pada pernyataan lainnya seperti
masyarakat merasa puas dengan kegiatan
pengontrolan ini dan berpartisipasi secara sukarela.
Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara
keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi
pada tahap pengontrolan dengan peran pihak
fasilitator dalam mendampingi dan membantu
masyarakat dalam melakukan pemeliharaan serta

pengawasan terhadap sanitasi. Tahap pengontrolan
ini merupakan tahap yang cukup penting dimana
masyarakat dibantu dengan fasilitator tertentu
pada kegiatan ini memberikan suatu evaluasi,
penilaian, serta pemeliharaan terhadap sanitasi
yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan
dalam perbaikan program kedepannya.

Tabel 6.
Tingkat Partisipasi Tahap Pengontrolan
Frekuensi
Statement Jawaban Indeks Nilai Keterangan
Responden

Tahap Pengontrolan 1 2 3

Partisipan 25 13 12 0,84 84,00 Partisipasi
mempunyai Tinggi
kesempatan untuk

memberikan masukan

berupa koreksi atau

saran-saran perbaikan

Peran partisipan 22 11 17 0,77 77,33  Partisipasi
dalam Tinggi
mengevaluasi/menilai

program Sanitasi

Berbasis Masyarakat

(SBM)

Partisipan 28 10 12 0,84 84,00 Partisipasi
mengetahui harus Tinggi
kemanakah saran

perbaikan

disampaikan

Peran dari pihak 30 7 091 90,67 Partisipasi
kelurahan dan tim 13 Tinggi

teknisi terhadap saran

maupun evaluasi yang

partisipan berikan

Peran dari Ketua 25 12 13 0,83 82,67 Partisipasi
RT/RW terhadap Tinggi
saran maupun

evaluasi yang

partisipan berikan

manfaat yang 27 14 9 0,88 88,00 Partisipasi
partisipan dapat dari Tinggi
kegiatan evaluasi ini

partisipan puas 24 12 14 0,81 81,33  Partisipasi
dengan kegiatan Tinggi

evaluasi

kesukarelaan anda 26 11 13 0,83 82,67  Partisipasi
dalam berpartisipasi Tinggi
pada tahap evaluasi

4. KESIMPULAN

Pada tahap pelaksanaan pembangunan
ketidaksesuaiannya lebih terletak pada
kecenderungan masyarakat yang lebih memilih
untuk melakukan partisipasi dalam bentuk tenaga
dibandingkan dengan melakukan iuran bulanan
padahal iuran cukup penting untuk dana cadangan
jika sewaktu-waktu dibutuhkan seperti perawatan
terhadap IPAL komunal agar tidak terlalu
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bergantung pada anggaran. Ada alasan vyang
mendasari mengapa masyarakat lebih cenderung
menggunakan tenaga sebagai bentuk partisipasinya
dikarenakan peran Kelompok Swadaya Masyarakat
sebagai motivator dalam masyarakat sudah
berkurang intensitasnya untuk memberikan
sosialisasi mengenai pentingnya iuran dikarenakan
banyaknya kegiatan dari pihak Kelompok Swadaya
terhadap program pembangunan infrastruktur
lainnya. Tidak ada kendala pada tahap pasca
pembangunan.

Tahapan Perencanaan. Ada hubungan antara
ketertarikan masyarakat dalam berpartisipasi pada
tahap perencanaan dengan peran pihak fasilitator
dalam  menerima dan  berantusias  serta
memberikan waktu yang cukup dalam menerima
segala bentuk masukkan dari masyarakat terkait
pembangunan sanitasi yang akan dilakukan. Tahap
perencanaan ini dapat dikatakan dasar partisipasi
dari semua fungsi manajemen, jika pada tahap
perencanaan masyarakat antusias maka akan
menimbulkan ketertarikan pada tahapan lainnya.
Tahap perencanaan memiliki jenis partisipasi citizen
power.

Tahapan Pengorganisasian. Ada hubungan antara
ketertarikan masyarakat dalam berpartisipasi pada
tahap pengorganisasian dengan peran pihak
fasilitator dalam menentukan struktur organisasi
yang dibentuk. Semakin banyak intervensi yang
dilakukan oleh fasilitator maka semakin sedikit pula
partisipasi masyarakat dalam tahap
pengorganisasian. Jenis partisipasi dalam tahap
pengorganisasian ini adalah tokensm masyarakat

mengalah dalam menentukan keputusan
pembentukan struktur  organisasi. Tahap
pengorganisasian  memiliki  jenis  partisipasi
tokensm.

Tahapan Implementasi. Bahwa ada hubungan
antara keikutsertaan masyarakat dalam
berpartisipasi pada tahap implementasi dengan
peran pihak fasilitator dalam mendampingi dan
membantu masyarakat. Dalam tahapan
implementasi kerja sama antar fasilitator dan
masyarakat cukup baik hal tersebut dibuktikan
dengan nilai partisipasi yang tinggi yaitu citizen
power. Tahap implementasi ini merupakan tahap
yang cukup penting mengingat untuk melakukan
suatu evaluasi harus mengacu pada tahap

implementasi ini seperti bagaimana kinerja IPAL
maupun sanitasi yang sudah dibangun

Tahapan Pengontrolan. Dapat disimpulkan bahwa
ada hubungan antara keikutsertaan masyarakat
dalam berpartisipasi pada tahap pengontrolan
dengan peran pihak fasilitator dalam mendampingi
dan membantu masyarakat dalam melakukan
pemeliharaan serta pengawasan terhadap sanitasi.
Tahap pengontrolan ini merupakan tahap yang
cukup penting dimana masyarakat dibantu dengan
fasilitator tertentu pada kegiatan ini memberikan
suatu evaluasi, penilaian, serta pemeliharaan
terhadap sanitasi yang nantinya dapat digunakan
sebagai acuan dalam perbaikan program
kedepannya.
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